REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI TENAGA  KERJA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPA LA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : KEP. 40/MEN/2000

NOMOR : 15.A TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK  PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAI.

PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERl TENAGA  KERJA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  NEGARA

Meninibang
:  a.
bahma dengan keptusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditrlya ;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Tenaga  Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk  Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya ;

Mengingat
: 1.  Undang Undang  Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing ;

2. Undang Undang  Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok  ketena- gakerjaan ;

3. Undang Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok‑pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-​undang Nomor 43 Tahun 1999;

4. Undang Undang  Nomor  4 Tahun 1977 teritang Penyandang Cacat  

5. Undang Undang Nomor 13
Tahun
1998
tentang  kesejahteraan Lanjut usia ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 1991; 

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhIr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun  1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor  16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil  ;

11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan ;

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  ;

13. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara  ;

14. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 ;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya .      

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:  KEPUTUSAN BERSAMA MENTARI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN   UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengantar kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tangggung jawak wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan antar kerja, meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi instansi pemerimah/swasta serta unit - ​unit lainnya.

2. Pejahat Yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Pejabat yang beewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000 yaitu :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Madya dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Instansi lainnya ; 

b. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan,  Pengantar Kerja Penyelia dan Pengantar Kerja Pertama, Pengantar Kerja Muda, di dilingkungan  Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ; 

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi bagi Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia dan Pengantar Kerja Pertama, Pengantar Kerja Muda yang berada di wilayah kerjanya  ;

d. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota bagi Pengantar Kerja Pelaksana di wilayah kerjanya ;

e. Pimpinan Instansi tingkat pusat diluar Departemen Tenaga kerja atau Pejabat yang ditunjuk bagi Pengantar Kerja Pelaksana, Pengantar Kerja Pelaksanaan Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Muda di dilingkungan instansi masing-masing .

3. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untukmenilai prestasi kerja Pengantar Kerja .

4. Angka Kredit adalah  suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengantar Kerja dalam mengerjakanbutir rincian kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan kenaikan jabatan / pangkat dalam Pengantar Kerja .

5. Pejabat yang berwenang mengangkat,membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pengantar Kerja adalah Pimpinan instansi masing-masing atau Pejabat lain yang ditunjuksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

6. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengantar Kerja bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil  .

7. Pimpinan unit kerja adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh Pejabat yang berwenang  untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian Organisasi yang ada .

BAB Il

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1) UsuI penetapan angka kredit Pengantar Kerja disampaikan setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat Iebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut  :
a. Untuk Pengantar Kerja Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran I 

b. Untuk Pengantar Kerja Ahlisb tersebut pada Lampiran II .

(2) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pengantar Kerja dilampiri dengan :
a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh sebagai  formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

b. Surat Pernyataan   melakukan kegiatan pengembangan antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat dibuat menurut contoh sebagai  formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV

c. Surat Pernyataan   melakukan kegiatan pengembangan antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh sebagai  formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V

d. Surat Pernyataan   melakukan kegiatan pengembangan antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh sebagai  formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI .

e. Surat Pernyataan   melakukan kegiatan pengembangan antar kerja dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh sebagai  formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII

f. Foto copy atau salinan yangdisahkan oleh Pejabat yang berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima,apabila ada .

(3) Usul penetapan angka kredit untuk, kenaikan pangkat disampaikan setelah Pengantar Kerja yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkanya, dengan ketentuan :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatnya‑lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan ; 

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan pada bulan Juli Tahun  yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengantar Kerja harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai,  dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000. 

(2) Hasil  Penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII,  dengan ketentuan Asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian  negara Up. Deputi Bidang pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kenegawaian Nepara yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada :

a. Pengantar Kerja yang bersangkutan ;

b. Pimpinan Unit Kerja Pengantar Kerja yang bersangkutan ;

c. Sekretaris Tim Penilai Pengantar Kerja yang bersangkutan ;

d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit .

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga  tidak dapat menetapkan Angka Kredit  sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalarn Pasal 14 ayat (1) Keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PA N /2 /2000. 

(4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana diten tukan dalarn Pasal 14 ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up Deputi Bidang Pengadaan Dan Mutasi Kepegawaiani atau Kepala Kamor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang, berwenang menetapkan angka kredit, maka spesirnen tanda tangan pejabat haru dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Up. Deputi Bidang Pengadaan Dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilal Pusat; Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota,  dan Tim Penilai Instansi sebagai berikut  :

a. Sekurang‑kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan Pengantar Kerja  Yang dinilai; 

b. Mempunyai  keahlian dan kemampuan menilai prestasi kerja Pengantar Kerja ; dan 
c. Dapat aktif  melakukan penilaian .
(2) Anggota Tim Penilai yang berasal dari Pengantar Keija harus lebih banyak pada anggota . Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Pengantar Kerja ;

(3) Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilal Direktorat Jenderal, Tim Penlial Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota , dan Tim Penilai Instansi adalah 5 (lima) tahun ; 

(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang  turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim PenlIal ;  

(5) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Propinsi,  Tim Penilai Kabupaten/Kota, dan Tim  Instansi ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia  ;

(6) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibebankan pada anggaran Instansi masing‑masing ; 

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sekurang‑kurangnva 6 (enam) bulan, Ketua Tim dapat mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada pejabat rwenang menetapkan Tim Penilai ; 
(8) Apabila Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota,  dan Tim Penilai Instansi dianggap belum perlu dibentuk, makapenilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Tim Penilai pusat.
Pasal  5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat adalah :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dalam menetapkan angka kredit bagi Pengantar Kerja Ahli Madya dilingkungan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dan  instansi lainnya ;

b. Melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengantar Kerja Ahlil Madya.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat  Jenderal adalah :

a. Membantu Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 
Kerja, dalam menetapkan Angka Kredit  Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia, Pengantar Kerja Pertama, Pengantar Kerja Muda di dilingkungan  Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Temiga Kerja ;

b. Melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit  jabatan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan,Pengantar Kerja Pertama, dan Pengantar Kerja Muda.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

a. Membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga kerja dalam menetapkanak bagi Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia, Pengantar Kerja Pertama, penganMuda di dilingkungan   Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja ;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit jabatan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, pangan Penyelia, Pengantar Kerja Pertama, Pengantar Kerja Muda .
(4) Tugas  pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

a. Membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang bersangkutan, dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pengantar Kerja Pelaksana di dilingkungan Kantor Departemen Tenaga kerja yang bersangkutan ;

b. Melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja yang bersangkutan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengantar Kerja Pelaksana.

(5) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi adalah :

a. Membantu Pirnpinan Instansi yang bersangkimu dalam menctapkan angka kredit bagi Pengantar Kerja Pelaksana, Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Muda dilingkungan ‑ Instansi yang bersangkutan ;

b. Melaksanakan tugas‑tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengantar Kerja Pelaksana, Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan, Pengantar Kerja Penyelia, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Muda dilingkungan Instansi yang bersangkutan .

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris ; 

(2) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara fungsional  dijabat oleh pejabat dibidang kepegawaian , 

(3) Sekretaris Tim. Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 16 ayat (2) Keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000.

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang ditentukan ; 
(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatall yang bersifat khusus atau keahlian tertentu ; 

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai.

BAB IV

KFNAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan pula sebagai dasar mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku ;

(2) Kenaikan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a.  Sekurang‑kurangnya telah satu I (satu) tahun dalam jabatan terakhir ; 

b.  Dipenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih Linggi ; dan 

c.  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai balk dalam I (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a.  Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalarn pangkat terakhir ; 

b.  Dipenuhi angka kredit yang ditentukan unluk kenaikan pangkat  setingkat lebih tinggi ; dan

c.  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(4) Kenaikan pangkat Pengantar Kerja Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d setelah kelengkapannya disampaikan oleh  instansi yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan formulir model D-1B, ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dibuat secara kolektif disampaikan kepacla Pejabat yang berkepentingan dan petikannya disampaikan kepada: 

a.  Pengantar Kerja yang bersangkutan ;

b.  Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ; dan

c.  Kepala Badan  Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan ,

(5) Kenaikan pangkat Pengantar Kerja Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan  ruang II/d untuk menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan pembina golongan runag IV/a diusulkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir model D‑1 dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan  Kepala Badan Kepepawaian Negara  ; 

(6) Kenaikan pangkat Pengantar Kerja Madya pangkat Pembina golongan IV/a untuk menjadi Pembina Tingkat I golorigan ruang IV/b sampai Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diusulKan olen pimpinan Instansi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir D‑5 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

Pasal 9

Pengantar  Kerja yang menduduki pangkat dibawah pangkat Penata Muda ruang III/a yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan :

a.  Pendidikan/Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh harus sesuai demgan tugas pokoknya ; 

b.  Sekurang‑kurangnya telah I (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; 

c.  Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP‑3 sekurang‑kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir ; 

d.  Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperoleh.

Pasal 10

Pengantar Kerja yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredir tersebut diperhitukan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

 Pasal 11

(1) Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Pengantar Kerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang‑Undangan yang bulaku dengan ketentuan sebagai  berikut :

a.  Pengangkatan pertarna kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengantar Kerja, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagairnana. tersebut pada Larnpiran IX ; 

b.  Pembebasan sementara dari jabatan Pengantar Kerja ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

(2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Pengantar Kerja harus didasarkan pada formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  dalam jabatan Pengantar Kerja harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Pengantar Kerja yang dibutuhkan kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Pengantar Kerja dibebaskan sementara dari  jabatannya apabila

a.  Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhIr tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengantar Kerja Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengantar Kerja Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengantar Kerja Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengantar Kerja Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/b, atau. 

b.  Dalam Jangka waktu I (satu) tahun sejak diangkat. dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 10 (sepuluh) bagi Pengantar Kerja Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang  III/d dan 20 (dua puluh) bagi Pengantar Kerja Madya, pangkat  Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau 

c.  Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat khusus penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau 

d.  Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negerl Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

e.  Ditugaskan diluar jabatan Pengantar Kerja, atau

f.  Tupas belajar lebih dari 6 (enann) atau

g.  Cuti diluar  tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

(2) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) huruf c, selama dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak dinilai angka krerditnya ;

(3) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara reguler sesuai dengan peraturan perundang-und​angan yang berlaku, apabila :

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi/puncak berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki , dan 
b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap pelaksanaan pekerjan dalarn DP‑‑3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir  ;

a.  Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang‑kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (I ) huruf a, b, c, d, e, dan g, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya sebagai Pengantar Kerja terhitung mulai bulan bulan berikutnya darl tanggal keputusan pembebasan sementara  ; 

(5) Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara darl jabatannya sebagaimana dimaksud  dalam ayal (1) huruf f, pembayaran tunjangan jabatannya  dihentikan pada bulan ketujuh setelah pembebasan sementara .

Pasal 14

Pengantar Kerja diberlientikan dari jabatannya apabila :

a.  Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan hukuman  disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau 

b.  Dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari labatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Pengantar Kerja yang ditugaskan diluar jahatan Pengantar Kerja, dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan Pengantar Kerja ; 

(2) Pengantar Kerja yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa pangkat berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kernbali dalam jabatannya, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir ; 

(3) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena Cuti diluar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada jabatan semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengantar Kerja ; 

(4) Pengantar Kerja yang telah selesai tugas belajar Iebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengantar Kerja  ; 

(5) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengantar Kerja, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan ; 

(6) Pengantar Kerja sebagaimana tersebut dalarn ayat (1) apabila dalam masa penugasan diluar jabatan Pengantar Kerja telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri  SipiI dengan mendapatkan hak‑hak kepegawaiannya .

Pasal 16

Pegawai negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengantar Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi bidang antar kerja yang diperoleh selama meninggalkan jabatan Pengantar Kerja.

BA B VII

PENYESUAIAN  DALAM JABATA N  DAN  ANGKA KREDIT

pasal 17
(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas/kegiatan sebagai Pengantar Kerja berdasarkan keputusan/surat pernyataan melakukan tugas dari pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor . 06/Kep/M.PAAN/2/2000  masih melaksanakan tugas jabatannya, dapat diangkat dalam jabatan Pengantar Kerja dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Untuk Pengantar Kerja Terampil harus memenuhi syarat :

1. Berijazah serendah‑rendalinya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

2. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b; dan 

3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam,DP‑3 sekurang‑kurangnya bernilai baik, dalam I (satu) tahun terakhir.

b.  Untuk Pengantar Kerja Ahli harus memenuhi syarat :

1. Berijazah serendah‑rendahnya Sarjana/Diploma IV ;

2. Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan

3. Setiap unsur peniIaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP‑3 sekurang‑kurangnya bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pendidikan, pangkat dan masa kerja, pangkit terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  06/Kep/M.PAN/2/2000 ;

(3) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam lampiran III dan Lamp. IV Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  06/Kep/M.PAN/2/2000 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu kurang 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun atau lebih ;

(4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengantar Kerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengantar Kerja dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran XI. 

Pasal I8

(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Pengantar Kerja, ditetapkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini dan harus sudah selesai ditetapkan selambat‑lambatnya pada tanggal 30 September 2000 ;

(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat I Oktober 2000 kenaikan pangkat semua Pengantar Kerja sudah disyaratkan dengan angka kredit disamping syarat‑syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-​undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN‑LAIN
Pasal 19

(1) Pegawai Negerl SipiI yang akan disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Pengantar Kerja turhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, apabila  pada tanggal I April 2000 telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta mmemenuhi syarat untuk naik pangkat, sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya agar dalam penyesuaian jabatan dan angka kredit dapat digunakan pangkat yang terakhir. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian , telah memillki pangkat pendidikan yang dimiliki atau jabatannya dan telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai perieode kenaikan pangkat I Oktober 2000.

Pasal  20

(1) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkit sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pernerintah No 30 Tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagal Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengantar Kerja dan cuti diluar tanggungan negara, apabila telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil , maka dlam masa pembebasan sementara yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan diberi hak-hak  kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

(2) Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan pembayaran gajinya sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil  dilakukan setelah aida keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

BAB IX

PENUTUP

Pasal  21

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Badan kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri‑sendiri sesuai dengan bidang tugas masing‑masing.

Pasal 22

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini, maka dilampirkan keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor  06/Kep/M.PAN/2/2000 seba gaimana tersebut pada Lampiran XII

Pasal 23

Keputusan  Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 24

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik‑baikiiva

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 MARET.2000

      Menteri Tenaga Kerja

         Republik Indonesia

       H. BOMER PASARIBU

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3). PJKI
	Kali/Lap.
	0.080
	Pengantar Kerja penyelia

	
	
	
	f. Membuat naskah atau bentuk lainnya untuk penyebarluasan informasi pasar kerja lokal

g. Menganalisis potensi kesempatan kerja tingkat lokal
	Naskah

Laporan
	0.180

0.180
	Pengantar Kerja penyelia

Pengantar Kerja penyelia

	
	
	3. Penyuluh jabatan 
	a. Mengumpulkan dan mengolah data jabatan 

b. Memberikan suluhan danlayanan konsul tasi bimbingan jabatan kepada siswa dan mahasiswa

c. Menyusun model dan materi sajian penuntun jabatan 
	Laporan

Kali/Lap

Naskah
	0.018

0.040

0.180
	Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan

Pengantar Kerja penyelia

	
	
	4. Penempatan Tenaga Kerja
	a. Memberikan pelayanan pendaftaran pen cari kerja

b. Melakukan wawancara kepada pencari kerja

c. Mencari lowongan pekerjaan ke perusa haan atau instansi

d. Melakukan penghapusan data : 

· pencari kerja 

· lowongan kerja

e. Menseleksi data pencari kerja untuk mengisi lowongan yang tersedia

f. Menegoisasikan penempatan tenaga ker ja dengan perusahaan,instansi sehingga berdasarkan hasil menempatkan tenaga kerja  SLTP dan D-III pada perusahaan/instansi

g. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehing ga berhasil menempatkan tenaga kerja  S1 s/d S3 pada perusahaan/instansi

h. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehing ga berhasil menempatkan tenaga kerja  SLTP ke bawah pada perusahaan/ instansi

i. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehingga berhasil menempatkan tenaga kerja  SLTA s/d  Dalam-III pada perusahaan/instansi

j. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehingga berhasil menempatkan tenaga kerja  SLTA s/d  D-III pada perusahaan/ instansi

k. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehing ga berhasil menempatkan tenaga kerja  S1 s/d S3 pada perusahaan/instansi

l. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehing ga berhasil menempatkan tenaga kerja  SLTP ke bawah pada perusahaan/ instansi

m. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehingga berhasil menempatkan tenaga kerja  SLTA s/d  Dalam-III pada perusahaan/instansi

n. Menegoisasikan penempatan tenaga kerja dengan perusahaan,instansi sehing ga berhasil menempatkan tenaga kerja  S1 s/d S3 pada perusahaan/instansi

o. Mneliti permohonan pengerahan tenaga kerja

p. Memantau penempatantenaga kerja

q. Mencek kesesuaian tenaga kerja antar kerja antar daerah dengan berita acara

r. Menegoisasi dan menindaklanjuti persetujuan penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah

s. Melakukan seleksi administrasi pencari kerja antar negara

t. Menawarkan persediaan tenaga kerja ke perusahaan/instansi

u. Memantau penggunaan tenaga kerja asing diperusahaan baik tenaga kerja domistik maupun pendatang
	10 orang

orang

Laporan

10 orang

10 orang

10 orang

Orang

Orang

Orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Laporan

10 orang

Kali/Lap

10 orang

Persh/inst

Persh/inst
	0.003

0.001

0.040

0.003

0.003

0.003

0.050

0.10

0.20

0.125

0.25

0.50

0.25

0.50

1

0.004

0.016

0.003

0.045

0.090

0.045
	Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana 

Lanjutan

Pengantar Kerja Pelaksana 

Lanjutan

Pengantar Kerja Pelaksana 

Lanjutan

Pengantar Kerja Penyelia

Pengantar Kerja Penyelia

Pengantar Kerja Penyelia

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana

Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan.



	III
	Pengembangan Antar Kerja
	1. Perluasan kerja

2. Perijinan
	Memandu calon TKI dan calon wirausaha pemula

1. Memberikan layanan konsultasi perijinan antar kerja

2. Memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan surat ijin usaha pada :

a. Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia

b. Perwakilan Daerah
	Orang

Laporan

Berkas

Berkas
	0.02

0.02

0.005

0.005


	Pengantar Kerja Penyelia

Pengantar Kerja Madya

Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan 

 Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan 

    

	IV
	Pengembangan profesi
	Melakukan kegiatankarya tulis, karya usaha dibidang
	a. Karya ilmiah hasil penelitian dan evaluasi dibidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :

1. Buku yang diterbitkan dan diedar kan secara nasional

2. Majalah ilmiah yang dalam mutasi yang berwenang

b. Makalah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumn tasikan pada Perpustakaan instansi yang bersangkutan 
	Karya

Karya
	12.5

12.5


	Semua Jenjang

Semua Jenjang

	
	
	
	1. Buku

2. Makalah

c. Tulisan ilmiah populer dibidang ketenagakerjaan yang disebar luaskan melalui media masa

d. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah
	Buku

Makalah

Karya

Naskah
	7.3

3.5

2

2.5
	Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang



	V
	Penunjang Tu- gas Pengantar Kerja
	1. Mengajar atau melatih

2. Mengikuti seminar atau lokakarya

3. Menjadi pengurus Orga nisasi profesi

4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsi onal Pengantar Kerja 

5. Menjadi anggota delega si misi ketenaga


	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai 

Tingkat Internasional/nasional

a. Pemrasaran

b. Moderator/pembahas/nara sumber

c. peserta

Tingkat Internasional/nasional

Menjadi anggota aktif tim penilai Peng antar Kerja 

a. Tingkat Internasional

1. Ketua

2. Anggota

b. Tingkat Propinsi 

1. Ketua

2. Anggota


	2 Jam

pelajaran

kali

kali

kali

kali

Tahun

kali

kali

kali

kali
	0.04

3

2

1

1

0.5

3

2

1

0.05
	Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

	
	
	6. Memperoleh pengharga an/tanda jasa
	a. Penghargaan/tanda jasa dan pemerin tah atas potensi kerjanya

1). Tingkat Internasional/nasional

2). Tingkat Propinsi

3). Tingkat Kabupaten/Kota  

b. Gelar kehormatan akademis
	Penghargaan

Penghargaan

Penghargaan

Gelar


	3.0

2.5

2

15


	Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang



	
	
	7. Memperoleh gelar kesarjaan lainnya
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

a. Sarjana/D-IV

b. Sarjana Muda/D-II/D-III
	5

3
	
	Semua Jenjang

Semua Jenjang


MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN  II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR
:

TANGGAL
:

RINCIAN KEGIATAN PENGANTAR KERJA AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

	NO
	UNSUR
	SUB UNSUR
	BUTIR KEGIATAN
	SATUAN HASIL
	ANGKA KREDIT
	PELAKSANA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Pendidikan
	1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar

2. Pendidikan dan Pelatih an fungsional antar kerja memperoleh Surat Tan da Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
	a. Doktor (S 3)

b. Pasca Sarjana/S2

c. Sarjana Diploma IV

a. Lamanya lebih dari 960 jam

b. Lamanya antara 841 – 960 jam

c. Lamanya antara 481 – 840 jam

d. Lamanya antara 141 – 840 jam

e. Lamanya antara 81 – 160 jam

f. Lamanya antara 30 – 80 jam
	Ijazah

Ijazah

Ijazah

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat
	150

100

75

15

9

6

3

2

1
	Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang

Semua Jenjang



	II
	Pelayanan dan Konsultasi antar kerja
	Perencanaan antar kerja
	a. Menyusun proyeksi ketenagakerjaan lingkup lokal dan regional

b. Menganalisa dan mengevaluasi dampak kegiatan ekonomi dan pembangunan terhadap penciptaan perluasan kesem patan kerja :

1). Lokal

2). Regional

3). Nasional

4). Internasional

c. Menyusun rencan kegiatan :

1). Pelayanan informasi antar kerja

2). Pengembangan antar kerja

3). Layanan antar kerja

4). Layanan & Konsultasi penempatan tenaga kerja


	Konsep

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Rencana

Rencana

Rencana

Rencana


	0.3

0.13

0.22

0.48

0.6

0.045

0.09

0.09

0.09


	Pengantar Kerja Muda 

Pengatar Kerja Pertama 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Madya 

Pengantar Kerja Madya 

Pengatar Kerja Pertama 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Muda



	
	
	2. Informasi Pasar Kerja
	a. Membuat naskah atau bentur lainnya untuk menyebarluaskan informasi pasar kerja

1). Regional

2). Nasional

3). Internasional

b. Menyusun profil kesempatan kerja tingkat:

1). Lokal

2). Regional

3). Nasional

4). Internasiona; 

c. Menganalisa potensi kesempatan kerja tingkat :

1). Regional

2). Nasional

3). Internasional

d. Menyuluh dan memberikan layanan analisa jabatan di perusahaan/instansi untuk perencanaan tenaga kerja

e. Mengevaluasi kegiatan antar kerja di lembaga bursa kerja pada :

1). Satuan pendidikan formal

2). Lembaga pelatihan

3). PJTKI

f. Menyusun pedoman penuntun jabatan 


	Naskah

Naskah

Naskah

Naskah

Naskah

Naskah

Naskah

Laporan

Laporan

Laporan

Kali/lap

Laporan

Laporan Laporan

Naskah


	0.09

0.18

0.27

0.135

0.27

0.405

0.405

0.18

0.27

0.27

0.09

0.08

0.04

0.04

0.27


	Pengatar Kerja Pertama 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Madya 

Pengatar Kerja Pertama 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Madya 

Pengantar Kerja Madya 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Madya 

Pengantar Kerja Madya 

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Muda

Pengatar Kerja Pertama 

Pengatar Kerja Pertama 

Pengatar Kerja Madya



	
	
	3. Penyuluhan Jabatan 
	a. Memberikan suluhan dan layanan konsul tasi bimbingan jabatan kepada :
	
	
	

	
	
	
	1). Pengguna jasa tenaga kerja
	Kali/lap
	0.08
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	    2). Pencari kerja
	Kali/lap
	0.04
	Pengatar Kerja Pertama 

	
	
	
	b. Menganalisis hasil psykotest
	
	
	

	
	
	
	    1). Pencari kerja
	Laporan
	0.12
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	    2). Karyawan 
	Laporan
	0.12
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	    3). Siswa dan Mahasiswa
	Laporan
	0.12
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	c. Memberikan layanan konsultasi penyu sunan jabatan dan uraian jabatan kepada perusahaan atau pengguna tenaga kerja asing
	Kali/lap
	0.045
	Pengatar Kerja Pertama

	III
	Pembangunan Antar Kerja
	1. Pengembangan Sistem Antar Kerja
	a. Menelaah dan mengevaluasi sistem antar kerja yang berlaku
	Laporan
	0.27
	Pengantar Kerja Madya 

	
	
	
	b. Menyusun sistem antar kerja :
	
	
	

	
	
	
	1). Bersifat penyempurnaan
	Naskah
	0.405
	Pengantar Kerja Madya 

	
	
	
	    2). Bersifat pembaharuan 
	Naskah
	0.945
	Pengantar Kerja Madya 

	
	
	2. Perluasan Kerja
	a. Mengidentifikasi pencari kerja yang memi- liki potensi wiraswasta
	Orang
	0.01
	Pengatar Kerja Pertama

	
	
	
	b. Membimbing kelompok usaha yang telah terbentuk sesuai dengan jenis usahanya
	Kel./lap
	0.09
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	c. Mengidentifikasi potensi wilayah dan pelu anggota keluarganya pasar untuk menentu kan jenis usaha yang dapat dikembangkan
	Laporan
	0.18
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	d. Menyusun profil peluang kerja
	Naskah
	17
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	3. Perijinan
	a. Menilai kelayakan permohonan ijin penem patan
	Laporan
	0.01
	Pengatar Kerja Pertama

	
	
	
	b. Menilai kelayakan usaha permohonan ijin usaha penempatan untuk :
	
	
	

	
	
	
	1). Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indone sia

2). Perwakilan daerah

3). Lembaga Bursa Kerja
	Berkas

Ber5kas

Berkas
	0.02

0.02

0.02
	Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Muda

Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	c. Memeriksa dan meneliti kelengkapan Peraturan mohonan RPTKA dan perusaha an
	Berkas
	0.02
	Pengantar Kerja Muda

	
	
	
	d. Menilai kelayakan permohonan perusa - haan rencana penggunaan TKWNAP di perusahaan/Yayasan
	Laporan
	0.01
	Pengantar Kerja Madya

	IV.
	Pengembangan Profesi
	1. Melakukan kegiatan karya tulis karya ilmiah dibidang ketenagakerjaan
	a. Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :
	
	
	

	
	
	
	1). Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2). Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang
	Karya

Karya
	12.5

12.5
	Semua Jenjang

Semua Jenjang

	
	
	
	b. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada Perpustakaan instansi yang bersangkutan dbentuk :
	
	
	

	
	
	
	1). Buku
	Buku
	8
	Semua Jenjang

	
	
	
	2). Makalah
	Makalah
	4
	Semua Jenjang

	
	
	
	c. Makalah berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak didokumen tasikan  pada Perpustakaan instansi yang bersangkutan :
	
	
	

	
	
	
	   1). Buku
	Buku
	7.5
	Semua Jenjang

	
	
	
	   2). Makalah
	Makalah
	3.5
	Semua Jenjang

	
	
	
	d. Tulisan ilmiah populer di bidang ketenaga kerjaanyang disebarluaskan melalui media masa
	Karya
	2
	Semua Jenjang

	
	
	
	e. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang ketenaga kerjaan dalam pertemuan ilmiah
	Naskah
	2.5
	Semua Jenjang

	
	
	2.Menerjemhkan,menyadur buku dab bahan lainnya di bidang ketenagakerjaan
	a. Terjemahan saduran buku di bidang kete nagakerjaan yang dipublikasikan :
	
	
	

	
	
	
	1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional
	Buku
	7
	Semua Jenjang

	
	
	
	2). Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
	Majalah
	3
	Semua Jenjang

	
	
	
	b. Terjemahan saduran buku di bidang ketena gakerjaan yang tidak dipublikasikan :
	
	
	

	
	
	
	1). Dbentuk buku
	Buku
	3
	Semua Jenjang

	
	
	
	    2). Dalam bentuk makalah
	Makalah
	0.02
	Semua Jenjang

	
	
	3. Membimbing Pengantar Kerja yang berad di bawah jenjang jabatan 
	Membimbing Pengantar Kerja yang berada dibawah jenjang jabatannya 
	Jam
	0.02
	Semua Jenjang

	V.
	Penunjang Tu gas Pengantar Kerja 
	1. Mengajar atau melatih
	Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
	2 Jam Pelajaran
	0.04
	Semua Jenjang

	
	
	2. Mengikuti seminar atau lokakarya
	Tingkat internasional/nasional
	
	
	

	
	
	
	a. Pemrasaran
	Kali
	3
	Semua Jenjang

	
	
	
	b. Moderator/pembahas/nara sumber
	Kali
	2
	Semua Jenjang

	
	
	
	c. Peserta
	Kali
	1
	Semua Jenjang

	
	
	3. Menjadi pengurus Organi-sasi profesi
	Tingkat Menjadi pengurus Organi-sasi profesi
	Kali
	1
	Semua Jenjang

	
	
	4. Menjadi anggota Tim Peni lai jabatan fungsional Peng antar Kerja 
	Menjadi anggota aktif timpenilai Pengantar Kerja 
	Tahun
	0.5
	Semua Jenjang

	
	
	5. Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan
	a. Tingkat Internasional
	
	
	

	
	
	
	    1). Ketua
	Kali
	3
	Semua Jenjang

	
	
	
	    2). Anggota
	Kali
	2
	Semua Jenjang

	
	
	
	b. Tingkat Propinsi 
	
	
	Semua Jenjang

	
	
	
	    1). Ketua
	Kali
	1
	Semua Jenjang

	
	
	
	    2) Anggota
	Kali
	0.5
	

	
	
	6. Memperoleh penghargaan tanda jasa
	a. Pengahargaan tanda jasa dari pemerintah atas potensi kerjanya
	
	
	

	
	
	
	    1). Tingkat internasional, nasional
	Penghargaan
	3.5
	Semua Jenjang

	
	
	
	    2). Tingkat Propinsi 
	Penghargaan
	2.5
	Semua Jenjang

	
	
	
	    3). Tingkat Kabupaten/Kota 
	Penghargaan
	2
	Semua Jenjang

	
	
	
	b. Gelar kehormatan akademis
	Gelar
	1.5
	Semua Jenjang

	
	
	7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya .
	
	
	

	
	
	
	a. Doktor
	Ijazah/gelar
	15
	Semua jenjang

	
	
	
	b. Pasca Sarjana
	Ijazah/gelar
	10
	Semua jenjang

	
	
	
	c. Sarjana /D-IV
	Ijazah/gelar
	5
	Semua jenjang

	
	
	
	
	
	
	


MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN  III :  KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA

NOMOR
: 06/KEP/M.PAN/2/2000

TANGGAL
: 7 PEBRUARI 2000

JUMLAH ANGKA KREDITKUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGANTAR KERJA TERAMPIL

	NO
	UNSUR
	PERSENTASE
	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

	
	
	
	PENGANTAR KERJA

PELAKSANA
	PENGANTAR KERJA PELAKSANA LANJUTAN
	PENGANTAR KERJA PENYELIA

	
	
	
	II/b
	II/c
	II/d
	III/a
	III/b
	III/c
	III/d

	I
	UTAMA

A. Pendidikan

B. Pelayanan dan konsultasi antar kerja

C. Pengembangan antar kerja

D. Pengembangan profesi
	> 80 %
	32
	48
	64
	80
	120
	160
	240

	II
	PENUNJANG

Penunjang tugas

Pengantar Kerja
	< 20 %
	8
	12
	16
	20
	30
	40
	60

	
	JUMLAH
	100 %
	40
	60
	80
	100
	150
	200
	3000


MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN  IV  :  KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA

NOMOR
: 06/KEP/M.PAN/2/2000

TANGGAL
: 7 PEBRUARI 2000

JUMLAH ANGKA KREDITKUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGANTAR KERJA AHLI

	NO
	UNSUR
	PERSENTASE
	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

	
	
	
	PENGANTAR KERJA

PERTAMA
	PENGANTAR KERJA

 MUDA
	PENGANTAR KERJA MADYA

	
	
	
	III/a
	
	III/c
	III/d
	IV/a
	IV/b
	IV/c

	I
	UTAMA

E. Pendidikan

F. Pelayanan dan konsultasi antar kerja

G. Pengembangan antar kerja

H. Pengembangan profesi
	> 80 %
	80
	120
	160
	240
	320
	440
	560

	II
	PENUNJANG

Penunjang tugas

Pengantar Kerja
	< 20 %
	20
	30
	40
	60
	80
	110
	140

	
	JUMLAH
	100 %
	100
	150
	200
	300
	400
	550
	700


MENTERI NEGARA
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LAMPIRAN  V  :  KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA

NOMOR
: 06/KEP/M.PAN/2/2000

TANGGAL
: 7 PEBRUARI 2000

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN PENGANTAR KERJA TERAMPIL

	NO
	GOL/

RUANG
	STTB/IJAZAH YANG SETINGKAT
	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

	
	
	
	< 1 TAHUN
	1 TAHUN
	2 TAHUN
	3 TAHUN
	4 TAHUN/LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	II/b
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	40
	45
	50
	55
	60

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	50
	55
	60
	66
	72

	2
	II/c
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	60
	65
	70
	75
	80

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	60
	66
	68
	72
	80

	3
	II/d
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	80
	83
	87
	91
	95

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	80
	85
	90
	95
	100

	4
	III/a
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	100
	110
	120
	130
	140

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	100
	111
	122
	133
	145

	5
	III/b
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	150
	150
	170
	180
	190

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	150
	160
	172
	183
	194

	6
	III/c
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	200
	222
	244
	266
	288

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	200
	223
	247
	271
	295

	7
	III/d
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas D I
	
	
	
	
	

	
	
	Sarjana Muda D II  D III
	300
	300
	300
	300
	300


MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FREDDY NUMBERI

LAMPIRAN  VI :  KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  APARATUR NEGARA

NOMOR
: 06/KEP/M.PAN/2/2000

TANGGAL
: 7 PEBRUARI 2000

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN PENGANTAR KERJA AHLI

	NO
	GOL/

RUANG
	STTB/IJAZAH YANG SETINGKAT
	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

	
	
	
	< 1 TAHUN
	1 TAHUN
	2 TAHUN
	3 TAHUN
	4 TAHUN/LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	III/a
	Sarjana / D IV
	100
	112
	124
	137
	150

	
	
	Pasca Sarjana
	100
	116
	132
	148
	155

	2
	III/b
	Sarjana / D IV
	150
	162
	174
	187
	200

	
	
	Pasca Sarjana
	150
	163
	177
	191
	205

	
	
	Doktor
	150
	165
	180
	195
	210

	3
	III/c
	Sarjana / D IV
	200
	225
	250
	275
	300

	
	
	Pasca Sarjana
	200
	226
	252
	278
	305

	
	
	Doktor 
	200
	227
	254
	282
	310

	4
	III/d
	Pasca Sarjana
	300
	325
	350
	375
	400

	
	
	Pasca Sarjana
	300
	326
	352
	378
	405

	
	
	Doktor
	300
	327
	354
	382
	410

	5
	IV/a
	Sarjana / D IV
	400
	437
	437
	512
	550

	
	
	Pasca Sarjana
	400
	438
	438
	516
	555

	
	
	Doktor
	400
	440
	480
	520
	560

	6
	IV/b
	Sarjana / D IV
	550
	587
	624
	662
	700

	
	
	Pasca Sarjana
	550
	588
	626
	665
	705

	
	
	Doktor
	550
	590
	630
	670
	710

	7
	IV/c
	Sarjana / D IV  s/d  Doktor
	700
	700
	700
	700
	700
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